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ABSTRAK
Ada hal yang harus dikritisi sekaligus menjadi permasalahan utama dalam penelitian penulis terkait dengan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ini yaitu adanya keterlibatan pihak ketiga yang pada dasarnya bukan subjek yang melakukan tindak pidana. Menurut pemikiran penulis, alasan hal tersebut menjadi suatu permasalahan adalah ketiadaan hubungan hukum antara pihak ketiga dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Hal yang dikritisi dari permasalahan tersebut adalah apabila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa asset atau sesuatu yang dipergunakan atau dimiliki tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang dari subjek hukum lainnya.  Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana pengaturan hukum bagi pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang, bagaimana sistem pembuktian pidana di Indonesia terkait pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang?
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundang Bandung 
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum bagi pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang dalam jabatan yang dilakukan, maka uang tersebut dapat dikategorikan sebagai uang hasil kejahatan. Sistem pembuktian pidana di Indonesia terkait pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang adalah dengan penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjangkaui tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat, canggih dengan melibatkan penyelenggara Negara atau pemegang kekuasaan.  Bentuk pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana pencucian uang adalah UUPPTPPU No.8 Th.2010 mengambil pertanggungjawaban terhadap peristiwa tindak pidana pencucian uang baik terhadap perorangan maupun korporasi baik yang melakukan atau yang manikmati. Penekanan yang diharapkan adalah dituntut untuk menjaga kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa. Asal usul uang dan pihak yang melakukan transaksi dengan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, harus dikenali oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa berdasarkan prinsip kehati-hatian.
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ABSTRACT



There are things that must be criticized as well as being the main problem in the author's research related to the reverse evidence in the crime of money laundering, namely the involvement of third parties who are basically not subjects who commit criminal acts. According to the author's reasoning, the reason for this being a problem is the absence of legal relations between third parties and the crime of money laundering committed by the perpetrators. The thing that is criticized from the problem is if the third party does not know that the asset or something that is used or owned comes from the crime of money laundering from other legal subjects. The identification of the problem is how the legal arrangements for third parties who receive the proceeds of money laundering, how does the criminal proof system in Indonesia relate to third parties who receive the proceeds of money laundering and how do the third party criminal liability accept the proceeds of money laundering?

The research method that the researcher did was the specification of the research carried out was descriptive analytical. The normative juridical approach method, namely legal research that prioritizes the way of examining secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. The Data Collection Technique is a literature study, namely by searching for and collecting and reviewing the laws and regulations, the draft law on research results, scientific journals. Data collection tools are library studies, library research. Data Analysis is a juridical based on legal principles and legal norms that are based on existing regulations as positive law. Qualitatively, it means that the research conducted provides a systematic description that relates to the object of research in the form of description. Research Locations of the Faculty of Law University of Pasundang Bandung, Postgraduate Faculty Library, Pasundang University, Bandung.



The conclusions obtained in this study are legal arrangements for third parties who receive the proceeds of money laundering in their positions, so that the money can be categorized as proceeds of crime. The criminal proof system in Indonesia related to the third party that receives the proceeds of money laundering is by applying the principle of reversing the burden of proof in accordance with Law No. 25 of 2003 in conjunction with Law Number 8 of 2010 concerning Eradication of Criminal Acts of Money Laundering to reach an increasing number of money laundering crimes, sophisticated by involving state administrators or holders of power. The form of criminal liability of the third party that receives the proceeds of crime of money laundering is UUPPTPPU No.8 Th.2010 taking responsibility for incidents of money laundering crimes against both individuals and corporations who do or who enjoy. The expected emphasis is required to maintain prudence in conducting financial transactions for financial service providers and suppliers of goods and services. The origin of money and the parties that make transactions with financial service providers and suppliers of goods and services, must be recognized by financial service providers and providers of goods and services based on the principle of prudence.
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